Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1211/Pdt.G/2016/PA.Gsg
e\t 7
/:—ﬂ\ﬂiﬁ)k‘%‘———;ﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Dusun | RT.003 RW. 001 Kampung Joharan
Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya

disebut Penggugat;
melawan,

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Dusun Il B Blok Pasar RT.006 RW 002 Kampung
Bina Karya Utama Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung

Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut:
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16
November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1211/Pdt.G/2016/PA.Gsg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 10 September 2002, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : 594/14/X/2002, tanggal 02 Oktober 2002;

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar
suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan

sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal semula di
rumah orang tua Penggugat di Dusun | RT.003 RW. 001 Kampung Joharan
Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun dan
terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama dialamat yang sama

sampai dengan berpisabh;

4, Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai

1 orang anak bernama;

- Xxxumur 11 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2013 yang lalu sudah tidak

harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

a. Tergugat setiap marah selalu berkata kasar yang tidak pantas di
dengar;
b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada
Penggugat serta anak disebabkan Tergugat bekerja hanya  untuk
kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat serta anak-anak
bahkan selama hidup bersama 1 tahun belakangan Tergugat sama sekali
tidak memberikan nafkah dan selama berumah tangga Tergugat hanya
memberikan nafkah seadanya sehingga tidak mencukupi kebutuhan
rumah tangga;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2014

disebabkan Penggugat meminta uang nafkah kepada Tergugat akan tetapi
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Tergugat tidak memberinya malah marah-marah kepada Penggugat. Yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut
diatas selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu antara Penggugat dan

Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya
perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak
berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama

dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primair:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:
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Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam
membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat

dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat,
dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat
selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon

penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini:
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak
yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun
sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan

mediasi;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan
kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut

gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak
melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud

Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut

maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini

harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah
dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor
1211/Pdt.G/2016/PA.Gsg tanggal 16 Nopember 2016 dari Pengguat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam

register perkara;

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

691.000,-( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
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Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Ikin, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Aziz Mahmud Idris,
S.H.l masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Intan Yani Astira, S.H., sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ikin, S.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. Aziz Mahmud Idris, S.H.I
Panitera Pengganti

Intan Yani Astira, S.H.
Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran 'Rp 30.000,00

- Biaya Proses "Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan :Rp 600.000,00

- Biaya Redaksi: Rp 5.000,00

- Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah 'Rp 691.000,-( enam ratus sembilan puluh

satu ribu rupiah)
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